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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan  Kesatuan  Bangsa dan 

Politik Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk evaluasi 

atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Sebagai media 

pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang Renstra 

sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja), maupun 

Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan rencana tahun 2023. 

Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana strategis 

organisasi 2021-2026 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, 

program, dan kegiatan, serta rencana kerja organisasi tahun 2023. 

Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai 

pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2023, dan penjelasan 

capaian kinerja organisasi tahun 2023. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama 

terutama seluruh pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Sukabumi dalam rangka self evaluation pelaksanaan kegiatan 

selanjutnya. 

 

Palabuhanratu, Februari 2024 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK KABUPATEN SUKABUMI, 

 
 
 

DRs. TRI ROMADHONO S 

Pembina Tk.I, IV/b 

NIP. 19741015 199311 1 002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang  

 
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam 

rangka repormasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 

KKN, meingkatnya kualitas pelanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pengiatan akuntabilitas ini dilaksanakan 

dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan / disclosure secara memadai atas hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 21 April 

2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dicantumkan 

bahwa setiap entitas Akunatbilitas Kinerja (Satuan Kerja, Unit Organisasi, Kementerian 

Negara /Lembaga) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang 

dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi wajib bagi seluruh Perangkat Daerah. Untuk 

itu diperlukan suatu pedoman atas tata cara penyunan LKj yang memiliki muatan lokas 

khas Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sebagai panduan bagi para 

pengelola LKj pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukabumi. Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas 

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi disusun 

dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2021-2026. Sehingga sasaran, program dan indikator serta target kinerja 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi pada Laporan Kinerja Tahun 

2023 mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang di tetapkan pada 

RPJMD Tahun 2021-2026. 
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1.2. Maksud dan Tujuan  

 
Laporan kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden 

tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. Laporan kinerja instansi merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas 

kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

 
a). Maksud : 

 
1. Menyediakan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi dengan menggunakan pendekatan Kinerja yang diawali dengan 

pernyataan masalah dan terget kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan 

teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok 

sasaran kegiatan; 

2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan 

penyampaian laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur. 

 
b). Tujuan 

 
1. Menjamin tersusunya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada 

keamanan dan ketertiban Umum secara terukur; 

2. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Sukabumi dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati – 

Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi; 

3. Memudahkan penyususnan dan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP 

maupun dalam Penyususnan laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah. 
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1.3. Tugas Pokok dan fungsi  

 

a. Tugas Pokok 

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di 

bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik. 

 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai 

fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang 

Kesekretariatan, Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, Bidang Bina Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, kelompok jabatan fungsional 

dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan; 

d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan; 

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan 

daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasUrusan yang dilaksanakan 
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 95 Tahun 2021 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 

Kabupaten Sukabumi, bahwa Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati 

yang melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh 

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dadn bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah;. 
 

1.3. Susunan Organisasi Badan dan Tupoksi  

(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari : 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Keuangan; 

2. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi; 

3. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, 

membawahkan: 
1. Sub Koordinator Penanganan Konflik; dan 

2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama 

Intelijen; 

d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, membawahkan: 

1. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 

2. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan 

Agama; 

e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, 

membawahkan: 
1. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; dan 

2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan 

 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Badan 

 

Pasal 4 

(1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. 

1.4 Struktur Organisasi 

1. Gambaran Umum Organisasi 

1.1 Kedudukan 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Badan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan 

politik; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa 
dan politik; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang 

Kewaspadaan Dini Daerah, Bidang Bina Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, 

kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di 

lingkungan Badan; 

d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan; 

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 
urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan 

politik; 

f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang 
kesatuan bangsa dan politik; 

g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP; 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya; 

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 
dan 

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

 

Pasal 5 

 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi 

Badan di bidang kesekretariatan. 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; 

b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas 

di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan 

evaluasi; 

c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan 

evaluasi di bidang kesekretariatan; 

d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan 

Badan; 

e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan 

Badan; 

f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan 

evaluasi di bidang kesekretariatan; 

g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan; 
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h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Badan; 

i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Badan; 
j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan; 

k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan; 

l. penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di 

lingkungan Badan; 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat 

membawahkan: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. 

 

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 6 

 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan 

Kepegawaian. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan 

Kepegawaian; 

b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di 

bidang umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan 

perlengkapan; 

e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan; 

f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan 

Badan; 

g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Badan; 

h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan; 

i. pengelolaan kepegawaian; 

j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Badan; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 
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m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 

n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pasal 7 

 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan; 

b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang keuangan; 

c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di 

lingkungan Badan; 
d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Badan; 

e. penyusunan laporan keuangan Badan; 

f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan 

Badan; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

 
Pasal 8 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan 

evaluasi. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi; 

b. pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan rencana 

dan evaluasi; 

c. `pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen 

perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Badan; 

d. penyajian dan pengelolaan data dan informasi rencana dan 

program kerja Badan; 
e. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan; 

f. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Badan; 
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g. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan; 

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Badan; 

i. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan 

pelayanan publik di lingkungan Badan; 

j. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 
l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Bidang Kewaspadaan Dini Daerah 

Pasal 9 

(1) Bidang Kewaspadaan Dini Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 
 

(2) Bidang Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang kewaspadaan dini 

daerah. 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bidang Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kewaspadaan 

Dini Daerah; 

b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

di bidang kewaspadaan dini daerah; 

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi di bidang kewaspadaan dini daerah; 

d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas 

di bidang kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing; 

dan bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan; 

e. pengkoordinasian program mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

terhadap kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing; 

f. pengkoordinasian program mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

terhadap penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan Kepercayaan; 
g. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 
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(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang 

Kewaspadaan Dini Daerah membawahkan: 

a. Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang 

Asing; dan 
b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan 

 

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada    ayat (4), 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

 
Pasal 10 

 

(1) Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang 

Kewaspadaan Dini Daerah di bidang kerjasama intelkam dan 

pengawasan orang asing. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Kerjasama Intelkam dan Pengawasan Orang Asing 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Kerjasama 

Intelkam dan Pengawasan Orang Asing; 

b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, 

pembinaan dan evaluasi di bidang Kerjasama Intelkam dan 

Pengawasan Orang Asing; 

c. Pelaksanaan program, mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing; 

d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kerjasama intelkam 

dan orang asing; 

e. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan fasilitasi kerjasama 

intelkam dan orang asing; 

f. Pelaksanaan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dibidang kerjasama intelkam dan orang asing; 
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 

j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 11 

 

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan Kepercayaan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Kewaspadaan Dini Daerah 

di bidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan Kepercayaan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang 

Penanganan Konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan Kepercayaan; 

b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, 

pembinaan dan evaluasi di bidang penanganan konflik dan 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 

Kepercayaan; 

c. Pelaksanaan program, mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Agama dan Kepercayaan; 

d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan penanganan 

konflik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 

Kepercayaan; 

e. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penanganan konflik 

dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 

Kepercayaan; 

f. pelaksanaan bahan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

dibidang penanganan konflik dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya, Agama dan Kepercayaan; 

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Bagian Keempat 

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas 

Pasal 12 

(1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

 

(2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di 

bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan ormas. 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Ormas; 
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b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan bidang 

organisasi kemasyarakatan; 

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan 

bidang organisasi kemasyarakatan; 

d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas 

di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan bidang 

organisasi kemasyarakatan; 
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 
 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Bina 

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ormas membawahkan: 

a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan 

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. 

 

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada    ayat (4), 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

 
 

Pasal 13 

 

(1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Ormas. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bina 

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi dibidang pembinaan ideologi dan wawasan 

kebangsaan; 
d. pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 

e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang 

pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 

f. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang 

pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; 
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama di bidang 

tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 
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(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Pasal 14 

 

(1) Sub Bidang Organisasi Kemasayarakat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan 

Kebangsaan dan Ormas.. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Organisasi Kemasayarakat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Bidang 

Organisasi Kemasyarakatan; 

b. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

dibidang organisasi kemasyarakat; 

c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi dibidang organisasi kemasyarakat; 

d. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan; 

e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dibidang organisasi 

kemasyarakatan; 

f. pelaksanaan monitoring penyelenggaraan dibidang organisasi 

kemasyarakatan; 
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Bagian Kelima 

Bidang Politik Dalam Negeri 

 

Pasal 15 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 

 

(2) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang politik dalam 

negeri. 

 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan rencana dan program kerja Bidang Politik 

Dalam Negeri; 
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b.  pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum; 

c.  pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi di bidang politik dalam negeri; dan bidang fasilitasi 

partai politik dan pemilu; 

d.  pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas 

di bidang politik dalam negeri; dan bidang fasilitasi partai 

politik dan pemilu; 
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

g.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 
h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Politik 

Dalam Negeri dibantu oleh : 

a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum; dan 

b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya 

Politik; 

 

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada     ayat (4), 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

 

Pasal 16 

 

(1) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang 

politik dalam negeri. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum 

mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Fasilitasi 

Partai Politik dan Pemilihan Umum; 

b.  penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum; 

c.  pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

evaluasi dibidang fasilitasi partai politik dan pemilihan umum; 

k. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi partai politik dan 

pemilihan umum; 
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal 17 

 

(1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang 

politik dalam negeri. 

 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya 

Politik mempunyai fungsi : 

a.  penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Fasilitasi 

Kelembagaan dan Pendidikan Budaya Politik; 

b.  penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan 

dibidang Fasilitasi Kelembagaan dan Pendidikan Budaya 

Politik; 

c.  pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan dan 

pendidikan budaya politik; 

d.  pelaksanaan fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya 

politik; 

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; 

g.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

dan 

h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas. 

 

(3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan 

dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Keenam 

Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pasal 28 

(1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB. 

 

(2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas 

pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 19 

 

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 20 

(1)  Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(2)  Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat 

Daerah. 

 

(3)  Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

 
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi 

berdasarkan: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 

Agustus 1950); 

2. Peraturan Daerah Nomor: 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Sukabumi; 

3. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Sukabumi. 

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagaimana bagan berikut : 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi akan 

selalu berusaha untuk memfasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, 

verifikasi dan mediasi terhadap sumberdaya yang ada dalam ruang 

lingkup bidang dan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain : 

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan hal penting 

dalam peningkatan kinerja maupun penempatan personil guna 

mendukung keberhasilan suatu SKPD. 

 

No JABATAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 

1 Esselon II 0 0 0 1 1 1 
1 

2 Eselon III 1 1 1 4 4 4 
4 

3 Esselon IV 3 3 3 9 8 9 
9 

4 Pelaksana 1 1 1 9 9 9 
10 

 
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian 

 
 
 

1.6 Sarana dan Prasarana  
 

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi berdasarkan kondisi  akhir bulan 
31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: 

1.5 Sumber Daya 
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1.7 Landasan Hukum 
 

Dasar Hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Badan 
Kesbangpol adalah : 

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 
63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan 
Kinerja (LKj); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 
2006 Nomor 3 Seri A); 

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Sususnan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2016-2021; 

21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik dan Kabupaten Sukabumi. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

2.1 Rencana Strategis  

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang  berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan 

suatu rencana strategis instansi pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan 

dalam pelaksanaannya. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, 

nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan 

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang 

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

Penyusunan Sasaran Startegis Jangka Menengah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam 

melaksanakan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban umum serta 

perlindungan selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. 

 

a. Visi                

Dengan mengacu kepada  Visi Kabupaten Sukabumi,  yaitu 

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi religious, maju dan inovatif menuju 

masyarakat sejahtera lahir batin”,  maka dalam upaya yang akan 

dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang 

efektif dan efisien ditetapkan 
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b. Misi  

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan 

berdaya saing; 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis 

dan pariwisata berkelanjutan; 

3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah; dan 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, professional dan 

akuntabel. 

 
 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau  di  hasilkan dalam 

jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ditetapkan dengan 

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-

isu dan analisis stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk 

kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan suatu kondisi yang 

ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi. 

 
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam rencana stratejik. 

Sasaran-sasaran Stratejik dari Tujuan tersebut yaitu: 

1. Pembinaan ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 

2. Peningkatan kewaspadaan Nasional; 

3. Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; 

4. Meningkatkan ketahanan perekonomian 

 
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2021 -2026 mencakup komponen-komponen Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021 -2026 dan 

strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan 

program yang di implementasikan dalam Rencana Kerja  Tahun  2023. Uraian 

dari komponen Rencana Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini. 

Tergambar pada Tabel. di bawah ini : 

c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

 

 
Tabel 2.1 

Sasaran Strategis Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
 

Tujuan 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Tujuan/Sasaran 

 

Eksist- 
ing 

(2021) 

Target Kinerja Sasaran 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Target Target Target Target 

1 4 5 6 7 8 10 11 12 

 
 
 

Terwujudnya Masyarakat 

yang berkualitas, berdaya 

saing dalam lingkungan 

yang religius 

 
 

 
Meningkatnya 

Pengamalan 

Nilai nilai 

keagaman dalam 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
Masyarakat Terhadap 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

 

80 

 

81,5 

 

82 

 

82,5 

 

83 

 

83,5 

 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilu 

 

75,5% 

 

76% 

 

76,5% 

 

77% 

 

77,5% 

 

78% 

Indeks Profesionalisme 
Ormas 

 

70 
 

70,5 
 

71 
 

71,5 
 

72 
 

72,5 

Indeks Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya 

 

69 
 

69,5 
 

70 
 

70,5 
 

71 
 

71,5 

Persentase Penurunan 
Gangguan Sosial di 
Masyarakat 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
35 
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Dari gambar diatas menguraikan visi misi daerah, misi yang terkait 

dengan organisasi, tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan program untuk 

mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu,mengacu pada visi dan misi yang 

telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilakan 

dalam kurun waktu tertentu 

 
Strategi dan Kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi 

 
Strategi  dan  Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai 

berikut: 

a. Strategi 

1. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan Administrasi PerBadanan 

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Meningkatnya Disiplin Aparatur 

4. Meningkatnya Kapasitas Aparatur 

5. Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 

6. Pendidikan dan pelatihan politik bagi masyarakat 

7. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam menunjang 

Pembangunan 

8. Melibatkan seluruh komponen dan pelaku kamtibmas 

 
b. Kebijakan 

 
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi PerBadanan 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Peningkatan Disiplin Apartur 

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur 

5. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 

6. Harmonisasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga politik 

lainnya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan 

7. Fasilitasi LSM, OKP/Ormas dengan PD Lain 

8. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam 

Kamtibmas 
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Tabel 2.2 

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 
 

 

No 
 

Program 
 

Strategi 
 

Kebijakan 

 
1 

Program penguatan ideologi 
pancasila dan karakter 

kebangsaan 

Meningkatkan pemahaman dan 
penguatan ideology pancasila dan 

karakter kebangsaan 

Pembinaan terhadap tokoh agama, 
generasi muda, cpns, lsm, dan 

organisasi kemasyarakat 

 

 
2 

Program peningkatan peran 
partai politik dan lembaga 

pendidikan melalui 
pendidikan politik dan 

pengembangan etika serta 
budaya politik 

 
Meningkatkan Pemahaman politik 

pelajar pemilih pemula dan 
masyarakat 

 
Pendidikan dan pelatihan politik bagi 

pelajar, Pemilih pemula, dan 
masyarakat 

 
3 

Program pemberdayaan dan 
pengawasan organisasi 

kemasyarakatan; 

Meningkatkan pemahaman peran 
dan fungsi ormas dalam 
pembangunan di daerah 

Pembinaan lsm, OKP, Ormas, yang 
tercatat di pemerintah kabupaten 

sukabumi 

 
 

4 

Program pembinaan dan 
pengembangan ketahanan 

ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan 

Mediasi fasilitasi konflik dan 
meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran masyarakat terhadap 
kebinekaan guna mewujudkan 

kerukunan masyarakat di daerah 

 
Pembinaan, mediasi fasilitasi konflik 

dan pengembangan pemahaman 
kebinekaan di daerah 

 
 

5 

Program peningkatan 
kewaspadaan nasional dan 
peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penanganan konflik 
sosial. 

 
Menurunkan angka gangguan sosial 

di masyarakat 

 
Pengawasan langsung, ketahanan 

dan ketertiban nasional dan 
kerjasama intelkam 

 
 

d. Program dan Kegiatan  

Program dan kegiatan merupakan instrument untuk mencapai tujuan 

dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi  Tahun 2021 

– 2026 dengan strategis pelaksanaan arah kebijakan teknis yang telah 

ditetapkan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, sesuai dengan RKPD Kabupaten Sukabumi 

Tahun 2021 dan Rencana Kerja Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik Tahun 

2023. 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah 

tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan 

tujuan tertentu. 
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Tabel.2.3. 

Sasaran, Indikator Kinerja dan Program 
 
 
 

 

Tujuan 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Tujuan/Sasaran 

1 4 5 

  
Indeks Pemahaman Masyarakat 

  Terhadap Ideologi Pancasila 

  dan Karakter Kebangsaan 

Terwujudnya Masyarakat 

yang berkualitas, berdaya 

Meningkatnya 

Pengamalan Nilai nilai 

 
Persentase Partisipasi 
Masyarakat dalam Pemilu 

saing dalam lingkungan yang keagaman dalam 
 

Indeks Profesionalisme Ormas 
religius bermasyarakat 

  Indeks Ketahanan Ekonomi, 

  Sosial, Budaya 

  Persentase Penurunan 

  Gangguan Sosial di Masyarakat 
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tabel 2.4 
Sasaran Strategis Jangka Menengah 

 
 

 
Tujuan 

 
 

Sasaran 
Strategis 

 

Indikator 
Tujuan/Sasa 

ran 

  
Eksis 
t-ing 
(202 

1) 

Target Kinerja Sasaran 

satu 
an 

202 
2 

202 
3 

202 
4 

202 
5 

202 
6 

Kondi 
si 

AKhir  Targ 
et 

Targ 
et 

Targ 
et 

Targ 
et 

Targ 
et 

1 4 5  6 7 8 10 11 12 

 
 
 

Terwujud 

nya 

Masyarak 

at yang 

berkualita 

s, berdaya 

saing 

dalam 

lingkunga 

n yang 

religius 

 
 
 

Meningkat 

nya 

Pengamala 

n 

Nilai nilai 

keagaman 

dalam 

bermasyara 

kat 

Indeks 
Pemahaman 
Masyarakat 
Terhadap 
Ideologi 

Pancasila 
dan Karakter 
Kebangsaan 

Inde 
ks 

 
 

 
80 

 
 

 
81,5 

 
 

 
82 

 
 

 
82,5 

 
 

 
83 

 
 

 
83,5 

 
 

 
83,5 

Persentase 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Pemilu 

%  
75,5 

% 

 

76% 

 
76,5 

% 

 

77% 

 
77,5 

% 

 

78% 

 

78% 

Indeks 
Profesionalis 
me Ormas 

Inde 
ks 

 
70 

 
70,5 

 
71 

 
71,5 

 
72 

 
72,5 

 
72,5 

Indeks 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, 
Budaya 

Inde 
ks 

 

69 

 

69,5 

 

70 

 

70,5 

 

71 

 

71,5 

 

71,5 

Persentase 
Penurunan 
Gangguan 
Sosial di 
Masyarakat 

%  

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

35 

 
 

f. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk 

lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk 

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan 

kebijakan tersebut. 
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2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023  

 
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target 

kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik pada Tahun 2023. Perjanjian kinerja Tahun 2023 pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN SUKABUMI 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 
Indikator Kinerja Sasaran 

 
Target 

1 2 3 4 

 Meningkatnya pengamalan 
nilai-nilai keagamaan dalam 
kehidupan bermasyarakat 

Indeks Kerukunan Umat 
Beragama 

 
75.20 

 Meningkatkan pemahaman 
dan penguatan ideologi 
pancasila dan karakter 

kebangsaan 

Indeks Pemahaman 
masyarakat terhadap ideologi 

Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

 
82 

 Meningkatkan pemahaman 
politik pelajar pemilih 

pemula dan masyarakat 

Persentase Partisipasi 
Masyarkat dalam Pemilu 

 
76,5% 

 Meningkatkan pemahaman 
peran dan fungsi ormas 

dalam pembanguan didaerah 

Indeks Profesionalisme Ormas  
71 

  indeks Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, dan budaya 

70 

 mediasi fasilitasi konflik dan 
meningkatkan pemahaman 
dan kesadaraan masyarakat 
terhadap kebinekaan guna 
mewujudkan Kerukunan 

masyarakat di daerah 

Persentase penurunan 
konflik sosial di 
masyarakat 

 

 
20 
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No 
 

Program 
Anggaran 

Murni 
Anggaran 

Perubahan 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

5.273.354.789 5.863.003.152 

2 
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

830.000.000 1.080.000.000 

 
3 

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan 
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan 
Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

 

44.077.792.000 

 

44.077.792.000 

4 
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

700.000.000 700.000.000 

5 
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1.150.000.00 850.000.000 

 
6 

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan 
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik 
Sosial 

 

5.818.500.000 

 

7.358.814.000 

Jumlah 18.942.990.789 59.929.609.152 

 

 

C. Indikator Kinerja Utama 
 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi adalah perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum yang melaksanakan 

sebagian fungsi pemerintah pusat di bidang kesatuan bangsa dan politik, 

kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik 

ditetapkan dengan permendagri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang 

Melaksanankan Urusan Pemerintah Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi melaksanakan 

penjabaran visi dan misi Bupati Sukabumi terpilih yaitu pada Misi 1 (satu) 

(Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya 

Saing) yang mempunyai sasaran strategis RPJMD Meningkatnya pengamalan 

nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan strategi 

Meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan 

kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila, dengan arah kebijakan: 
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1. Meningkatkan wawasan idelogi kebangsaan; 

2. Meningkatkan Kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan 

keagamaan; 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan; dan 

4. Meningkatkan kualitas keimanan masyarakat sukabumi. Badan Kesatuan 

 
 

Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi mempunyai target Indikator Utama 

bupati Sukabumi yaitu : Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan target: 

Tabel.5 

Indikator Kinerja Utama 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Sukabumi 
 

Indikator Tujuan/Sasaran 

 

Satuan 

Eksist- 
ing 

(2021) 

Target Kinerja Sasaran 

2022 2023 2024 2025 2026 

Target Target Target Target Target 

5 6 7 8 10 11 12 

Indeks Kerukunan Umat 

Beragama 

 

Indeks 

 

69,1 

 

74,5 

 

75,2 

 

76 

 

76 

 

77,8 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok 

indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 

3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja 
 

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator: 

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dan program dapat berjalan; 

b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non 

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan masukan yang digunakan; dan 

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap 

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, 

lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka 

perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. 

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator- 

indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun 

untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan 

pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya 

suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan Badan. Hal ini terkait 

pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator 

kinerja dampak. 
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Cara perhitungan indikator kinerja terdapat pada Lampiran 2 prosentase pencapaian 

rencana tingkat capaian, perlu juga memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan 

melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu: 

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik 

% Pencapaian Kinerja =  X 100% 

 
(2) Semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja. 

 
% Pencapaian Kinerja= X 100% 

 

Indikator untuk kondisi (1) atau (2) sejatinya dapat dilihat langsung pada Lampiran 2. 

Sebagian besar indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi, yaitu 

terdapat pada kondisi (1), Selanjutnya, pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Skala Penilaian Kinerja 

 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 
1 91 ≤ Sangat Tinggi 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

 
Pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang ditentukan 

dari hasil evaluasi dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja, tetapi juga menyajikan 

data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat 

menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. 

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan 

analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

tahun 2021 pengukuran kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi yang tertuang dalam 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berisi penyajian capaian kinerja 
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organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan. Berikut dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 berikut: 

 

Tabel. 3.2 

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023 
 

 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 
1 2 3 4 5 

SS1. Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai keagamaan 
dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
masyarakat 
terhadap ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 82 82,25 100,30% 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat dalam 
Pemilu 76,5 76,50 100,00% 

Indeks 
Profesionalisme 
Ormas 71 75,00 105,63% 

Indeks ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 70 70,27 100,39% 

Persentase 
penurunan konflik 
sosial di masyarakat 20 24,00 120,00% 

 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan: 

1. Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: 
• Target: 82 
• Realisasi: 82,25 

• Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 0,25 poin, menunjukkan pencapaian yang sedikit 
lebih baik dari yang ditargetkan. 

2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: 
• Target: 76,5 
• Realisasi: 76,50 
• Perbandingan: Realisasi mencapai target tepat, menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang 

ditargetkan. 
3. Indeks Profesionalisme Organisasi Masyarakat (Ormas): 

• Target: 71 
• Realisasi: 75,00 
• Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 4 poin, menunjukkan pencapaian yang jauh lebih 

baik dari yang ditargetkan. 
4. Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya: 

• Target: 70 
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• Realisasi: 70,27 
• Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 0,27 poin, menunjukkan pencapaian yang sedikit 

lebih baik dari yang ditargetkan. 
5. Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat: 

• Target: 20 
• Realisasi: 24,00 
• Perbandingan: Realisasi melebihi target sebesar 4 poin, menunjukkan pencapaian yang jauh lebih 

baik dari yang ditargetkan. 
Dari perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator kinerja, seperti Indeks Profesionalisme 
Ormas dan Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat, mencapai hasil yang signifikan melebihi target, 
sementara yang lainnya mencapai atau sedikit melebihi target yang ditetapkan. 
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Tabel. 3.3 

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022 & 2023 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Realisasi 

Tahun 2022 Tahun 2023 
1 2 3 4 5 

SS1. Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai keagamaan 
dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
masyarakat 
terhadap ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 82,00 

                                              
85  82,25 

Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat dalam 
Pemilu 76,50 60,73% 76,50 

Indeks 
Profesionalisme 
Ormas 71,00 

                                              
62  75,00 

Indeks ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 70,00 

                                              
72  70,27 

Persentase 
penurunan konflik 
sosial di masyarakat 20,00 16,07% 24,00 
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Tabel. 3.4 

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir 

RPJMD/Renstra 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target Akhir 

RPJMD / Renstra 
Realisasi Tingkat Kemajuan 

1 2 3 4 5 
SS1. Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai keagamaan 
dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
masyarakat 
terhadap ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 83,50 82,25 98,50 
Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat dalam 
Pemilu 78 76,50 98,08 

Indeks 
Profesionalisme 
Ormas 72,5 75,00 103,45 

Indeks ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 71,5 70,27 98,28 

Persentase 
penurunan konflik 
sosial di masyarakat 35 24,00 68,57 
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b. Realisasi Anggaran 

 
Tabel. 3.5 

Alokasi Persasaran Pembangunan 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Anggaran% 

1 

SS1. Meningkatnya 
pengamalan nilai-
nilai keagamaan 
dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
masyarakat 
terhadap ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

          
1.080.000.000,00  2,00 

2 

Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat dalam 
Pemilu 

       
44.077.792.000,00  81,52 

3 

Indeks 
Profesionalisme 
Ormas 

              
700.000.000,00  1,29 

4 

Indeks ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 

              
850.000.000,00  1,57 

5 

Persentase 
penurunan konflik 
sosial di masyarakat 

          
7.358.814.000,00  13,61 
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Tabel. 3.6 

Pencapaian  Kinerja dan Anggaran 

 

 

Sasaran 
Program 

Indikator 
Kinerja Anggaran 

Targe
t 

Realisa
si 

Capaia
n 

Alokasi Realisasi Capaia
n 

SS1. 
Meningkatny

a 
pengamalan 

nilai-nilai 
keagamaan 

dalam 
kehidupan 

bermasyarak
at 

Indeks 
Pemahaman 
masyarakat 
terhadap 
ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

82 82,25 100,30
% 

          
1.080.000.000,0
0  

  
1.074.310.400,
00  

99% 

Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat 
dalam Pemilu 

76,5 76,50 100,00
% 

       
44.077.792.000,
00  

  
8.468.306.000,
00  

19% 

Indeks 
Profesionalis
me Ormas 

71 75,00 105,63
% 

              
700.000.000,00  

      
695.689.000,00  

99% 

Indeks 
ketahanan 
ekonomi, 
sosial, dan 
budaya 

70 70,27 100,39
% 

              
850.000.000,00  

      
850.000.000,00  

100% 

Persentase 
penurunan 
konflik sosial 
di masyarakat 

20 24,00 120,00
% 

          
7.358.814.000,0
0  

  
7.358.814.000,
00  

100% 
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Tabel. 3.7 

Efisiensi Penggunakaan Sumber Daya 

 
 

Sasaran Indikator Sasaran %Capaian 
Kinerja 

%Penyerapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 
SS1. 

Meningkatnya 
pengamalan 

nilai-nilai 
keagamaan 

dalam 
kehidupan 

bermasyarakat 

Indeks Pemahaman 
masyarakat 
terhadap ideologi 
Pancasila dan 
Karakter 
Kebangsaan 

100,30% 99,47% 0,83% 

Persentase 
Partisipasi 
Masyarkat dalam 
Pemilu 

100,00% 19,21% 80,79% 

Indeks 
Profesionalisme 
Ormas 

105,63% 99,38% 6,25% 

Indeks ketahanan 
ekonomi, sosial, 
dan budaya 

100,39% 100,00% 0,39% 

Persentase 
penurunan konflik 
sosial di masyarakat 

120,00% 100,00% 20,00% 
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BAB IV 
P E N U T U P 

 

4.1 Keberhasilan Kinerja  

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari 

serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi  Tahun  2021- 2026. 

 

1. Indeks Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan: Realisasi melebihi target karena upaya yang kuat dalam 
meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai 
Pancasila dan karakter kebangsaan, termasuk program-program 
penguatan ideologi yang dilakukan oleh pemerintah serta kerja sama 
dengan lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Target untuk Indeks 
Pemahaman adalah 82, dan realisasinya adalah 82,25. 

2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu: Tercapainya target ini 
menunjukkan efektivitas dari upaya kampanye penyadaran publik serta 
peningkatan aksesibilitas dan kemudahan dalam proses pemilihan umum 
yang diimplementasikan oleh pemerintah, bersamaan dengan peran aktif 
dari berbagai pemangku kepentingan dalam memotivasi partisipasi 
masyarakat dalam proses demokratisasi. Target partisipasi masyarakat 
dalam Pemilu adalah 76,5%, dan realisasinya adalah 76,50%. 

3. Indeks Profesionalisme Organisasi Masyarakat (Ormas): Keberhasilan ini 
dapat diterangkan oleh reformasi dan regulasi yang lebih ketat dalam 
mengawasi dan meningkatkan standar organisasi masyarakat, 
memperkuat kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat, 
serta adopsi praktik terbaik dan pengembangan kapasitas oleh organisasi 
masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Target untuk 
Indeks Profesionalisme Ormas adalah 71, dan realisasinya adalah 75,00. 

4. Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Realisasi yang melebihi 
target ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, 
termasuk upaya penguatan infrastruktur sosial, pengembangan program 
kesejahteraan masyarakat, dan promosi keberagaman budaya serta inklusi 
sosial. Target untuk Indeks Ketahanan adalah 70, dan realisasinya adalah 
70,27. 

5. Persentase Penurunan Konflik Sosial di Masyarakat: Pencapaian yang 
signifikan ini mungkin disebabkan oleh investasi yang kuat dalam upaya 
mediasi dan perdamaian, penguatan dialog antarkelompok, serta promosi 
toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat, yang 
semuanya membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas 
sosial. Target penurunan konflik sosial adalah 20%, dan realisasinya adalah 
24,00%. 

Dengan demikian, setiap indikator mencapai realisasi yang berbeda dengan 
pencapaian yang mencerminkan berbagai upaya dan keberhasilan dalam 
mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. 
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4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.                          

Badan  Kesatuan  Bangsa   dan   Politik   Kabupaten   Sukabumi   pada 

Tahun Anggaran 2023 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang 

dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran 

kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang 

merupakan janji dari Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan politik 

Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai 

indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten 

Sukabumi. Beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja 

yaitu : 

 
1. Masih terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban; 

2. Belum optimalnya peran kelembagaan politik dalam 

pembangunan Perwujudan demokrasi pada proses politik; 

3. Belum terfasilitasi nya semua kegiatan LSM/OKP/Ormas secara 

berkala dan merata; dan 

 

4.3. Strategi Pemecahan Masalah  

 
a. Meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat; 

b. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbasis pada 

masyarakat patuh hukum serta; 

c. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan 

masyarakat dari berbagai gangguanPelibatan masyarakat secara 

aktif dalam keamanan, ketentraman dan ketertiban; 

d. Pemantapan semangat kebangsaan, membangun kemandirian 

partai politik, dan pemantapan peran masyarakat madani (civil 

society) Penguatan partai politik/LSM dan Ormas; 

e. Sinergitas program dan kebijakan yang pro rakyat; 

f. Mengoptimalkan anggaran yang ada; 



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

44 

 

 

 

 

 

 

4.4. Upaya Yang Akan Ditempuh di Masa Yang Akan Datang  

 
1. Melakukan Pendekatan intensif dengan tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar/mahasiswa 

2. Melakukan Pendekatan/Merangkul seluruh elemen LSM/OKP Ormas 

dalam meningkatkan Pembangunan Daerah 

3. Sinergitas antar lembaga legislative, yudikatif dan TNI/Polri 

4. Menumbuhkan idiologi paham wawasan kebangsaan 

5. Memfasilitasi audensi LSM, OKP, Ormas, Tokoh Masyarakat, tokoh 

Pemuda, tokoh agama dan pelajar/mahasiswa 

 
 

Palabuhanratu, Februari 2024 

 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN 

POLITIK KABUPATEN SUKABUMI 
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